
'e- ·i}, 

;,- 

. . . ' 

BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENT ANG 

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimban� 

Mengingat 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Rancangan 
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, 
maka perlu Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih Ianjut dari 
pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten )'.,1Jw1J 
Utara Tahun Anggaran 2012 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi. dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
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Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tantang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
P-emeriksaan P-engelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarari Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dari 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); - · 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nornor 5P Tahun i005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tah un 2010 N omor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 46141; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 225); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 
T@1Jn 2012 tentang Perubahan Angg�M Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 232). 

24. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 32 
Tahun 2010 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 32). 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 
Tahun 2013 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2012; 

26. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 
Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 35). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri 
atas: 

(1) Pendapatan 
a. pendapatan asli daerah 
b. dana perimbangan 
c. lain-lain pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan 

(2) Belanja 
a. Be/anja Tidak Langsung 

1. belanja pegawai 
2. belanja bunga 
3. belanja subsidi 
4. belanja hlbah 
5. belanja bantuan sosial 
6. belanja bagi hasil 
7. belanja bantuan keuangan 
6. belanja tak terduga 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus I (Defisit) 

37.655.217.744, 17 
629.112.961.116,50 

14.196.239.560,00 

321.138.056.424,88 

25.000.000,00 
5.292.798.181 ,00 

21.250.000,00 
29.680.231.558,00 

309.075.350,00 
705.071 202 00 

22.321.252.050,00 
166.552.368.515,58 
122.966.084.236,00 

681.166.438.420,67 

367 .171.482. 716,88 

331.841.704.803,68 
689.013.187 .619,46 

(7.846.749.098,79) 

(3) Pernbiayaan 
a. penerimaan 
b. pengeluaran 

Jumlah Netto 
Sisa Jebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

17.631.694.127,03 
287.007.916 00 

17 .344.686.209,03 
9.497.937.110,24 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Rancangan Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan 

Penjabaran Hal. 6 



-, . , . . . 
. \ 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 
Rancangan Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 5 S"ep+e ber 2013 

(r BUPATI LUWU UTARA,t, 
I 

{ARIFI 
Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 5 Se t.e11ber 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

MUDJAHIDIN IBRAHIM 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 21 
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